


PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
JalanPandanaran No. 230 Telepon ( 0276 ) 321048 Fax. 321048 Boyolali

. A1 /2%8y f200 Tanggal, .22 Jentesber, 2900

3t

Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yih. Ketva Yayasan
T AIBTITAR.............
a1 Rovalali

Memperhatikan

1. Sumat Saudara No .4Q/EDA/D/IX/2001...

2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Clbang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan 3oyolsli
Nomor . 423/142/2000

3 Rekomendasi »'Persetujuan ‘Camat ..........Bayodal4.... I !Kodyn Boyolali
T e e S A S SR N S OO A

Du:pn:m diberitahukan blhwn
. Menyetujui pendinan sekolah swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak - lmn;k(TK) AISYTYAR IX

1.2. Lokasi Sekolzh : Karangbulu Mudal Royolali . ...
1.2.1. Jalan / Desa . ‘Klrnﬂ#hulu Hudal ‘Io.‘rn'l&li
1.2.2. Kecamatan ey R R o UL ey S e 2110
1.2.3. Kabupaten : Boyolali

1.3. Nama Yayasan /Badan Penyelenggara @ ALSYAVAR.

14 Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara : J1n. Pandanaran, Boyolali
2 WMWWWWAM&MWRBWTKM

disclenggarakan sejak tahun . 1983719%
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dan ketentuan yang
berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.
Demikian untuk dilaksanakan sebaik —baiknya dengan penuh tanggung jawab.
%Bﬂyﬂﬂl
'SARWIDI, SH
NIP. 130877382,

maﬁummmm Nasional di Jakarta




KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALL

f 3OO

NOMOR A0

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK ... ASSELIAL 1K, MOTLA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

a Surat permohonan Yayasan AISYIYAR ..
Nomor _40/PpA/D/IX/2000 ...

b Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolalt.
Nomor .. 421/2%7/2001

a Bahwa Yayasan . AISTIXAR oo _.dan
Taman Kanak - kmhmi:ndldmkm .‘due‘lengglnkmmnhh

memenuhi  persyaratan yang berlaku

b Bahwa schubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memben 1zin pendinan dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak
tersebut.

| Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989

2 Peraturan Pemerintah
a Nomor 27 Tahun 1950;
b Nomor 38 Tahun 1992,
¢ Nomor 39 Tahun 1992

3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a Nomor 0173 /0/ 1983 scbagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02620 1984

b Nomor 0486/ 1992,

¢ Nomor 01251/ 1994 scbagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 /4 /1995

Memperhatikan ~ Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah Nomor

4677/ C/V/ 19991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK



MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama Memben 1zin kepada
=  Nama Yayasan . ALATLYAN
*  Alamat JAn. Pandanaran, Boyolall
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak  kanak
* Nama gy R0 7 T ¢ —— S
*  Alamat Karanghadu, Audnl, Boyolalh.. ...
Kodua - Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak - kanak scbagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U/ 1992, Pemberian Izin
tersebut pada diktum * Pertama “ akan dilakukan peninjauan kembali
Kenga - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Boyolali
Pada Tanggal .28 Sentember 2001
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Faa—= }(nbupmm Boyolali
Tembusan :

Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah

Bupati Boyolah

..Boyolali Kabupaten Boyolali

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan 8o¥olali
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PIMPINAN PUSAT MUMHAMMADIYAH

nntor Jnkarin

Knntor Yogpynknrtn

Jing ICHTAL Diallnn no. 100 Jln, Mcnlungulln, n no, 62
g et $5262 Jolearin 1034

b gy o Telp, 331363 « 334799

Telp, 215025

IFnx, (0274} 376336 Fnx. (021) 2141581

' 4 Lﬁ‘j\ZL\:J
LR,
KETRRANGAN PIMPIMAN PUSAT MUMAMMADIYAH
TEMTANG OADAN HUKUM

hewrur @ I-A/O0.0/1600/10923

Dorkanaan dengan portanyaan-portanyann yang ¢lsampn =
“en  kopadu Pimpinan Pucat Muhammadiyah tontena ctatus
Parayarilatan Muhammod{yah sobegai Budan Hukum, di bowah
fnl kam! oantumkan ourat-surant pongakuan dar| Pomnrintah

sscagal hoarfkuk;
1. 8urat dar|l Olrelttornt Jondoral Poembinoan Hukum

Copartomaen Kohaltiman N. 1.
2. Kotorangan hal: NEGHTPRENSOON MUMAMMADIYAH

3. BDosluit (Burnt Koputuasnn) dar Pemorintalh Hindia
Balandal
A, Homor 01 tahun 19014
b, Momor 40 tahun 1020
8, Momor 30 tahun 1021

4., Aurat Kotorangen dar! Departomon Socasfal R.1l,

r
o
' |
8|

&. duret Pornyataan dar{ Monteri Agama Mo, 1

1071,
i
6. Surat Mhoputuodn Hontor! Dalam MNoger toatang
Ponunjultan Porsyarikotaon Muhammad{yah sobogai
badan hukum yeng dapat mompunya{ tanah dongan hak

milik, -

7. Surat Parnyataan Mantpr|.Pandidiken dan Kebudayaan
nlI. .

0, Surat Pernyatasan Mentor! Koschetun R.I.

Oengan . adanya aursat-gurat torsobut df atas, “maka
usohe-usaha yang dflakukes cloh Muhammad{yah can ‘Alsyiyan
sobaga| organisasi{ otonomnya, sopert{ mond!rikan sokclah,
pant{ aouhan, rumah sakit, asuhan rRoluarga, dean usaha-
usaha iafn, tidak momoriukaon adanya badan hukum baru
micalnya Yayasan, totap{ cukup dongan Baden Hukun yang
gimiViki oleh Persyarikatan Huhammad{yah,

: Damilfan Kkotorangsn fn! kem! buat untuk monjegihkan
maklum bagl somua pihak ysng barkepantingan.

|, Rajab 1414 H
YOOYAKDrLl m=eec— e e e mcman—e——
15 Dosember 1893 H

1l ﬂiﬁ:“??'\
Pimpinan RusatiHUhdmhadiyah
Katua, A wﬁ%ﬁ$$dn.50krntar1s.
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PIRARINAN PUSAT MUNAMMADIYAN

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 197 1/KEP/L0/B/2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
TK AISYIYAH IX BOYOLALI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang  : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian TK
AISYIYAH IX BOYOLALI maka perlu diterbitkan surat keputusan
pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat
akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

*  Mengingat . 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1),

2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat
(1

3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus
1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan
Berita Negara R.1 Tanggal 23/9 — 2011 Nomor.76 Pengumuman
dalam Berita — Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal
2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-
perkumpulan Berbadan Hukum;

4. Qaidah  Pimpinan Pusat  Muhammadivah  Nomor
92/KEP/1.O/B/2007 tentang Qc'idah Organisasi Otonom
Muhammadiyah;

5. Qaidah  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah Nomor
01/QDH/L0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;

= 6. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal

3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:



Ketiga

Keempat

Kelima

¢ TK AISYIYAH IX BOYOLALI mengelola keuangan secara terpisah

dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman
Persyarikatan Muhammadiyufh atau Majelis terkait.

. Menyampaikan surat keputusan ini kepada TK AISYIYAH IX

BOYOLALI dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

¢ Apabila dikemudian hari diketahui terdapat  kekeliruan atau

kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta




